BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : Q003 /?19 TAWN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
dapat mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib
administrasi, tepat sasaran dan manfaat perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi;

bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri
Sukoharjo tentang Penanganan Masalah Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara Nomor : 180/485/2024 dan Nomor
: B-152/M.3.34/Gs.2/02/2024, dalam rangka tercapainya
proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien,
efektif, adil tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel,
perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
pengadaan barang/jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, serta guna ketertiban dan
kelancaran dalam pelaksanaan tugas monitoring dan
evaluasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sukoharjo,
perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun
2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2757);
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1543);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
307);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU sebagai berikut:

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
dan

b. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal %> MARET 2025

() BUPATI SUKOHARJO, f‘
)

ETIK SURYA

\

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat

Sekretaris Daerah  Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

4. Asisten

Administrasi Umum  Sekretaris

Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Tim yang bersangkutan.




Lampiran

Nomor

Keputusan Bupati Sukoharjo
:000-%/ 229 TAWN 2026

Tanggal : % MARET 202¢

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TAHUN 2025
NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 +
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan,
saran dan petunjuk

2. |Kepala Kejaksaan  Negeri Pengarah Memberikan arahan,
Sukoharjo saran dan petunjuk

3. | Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan arahan,

saran dan petunjuk

4. | Sekretaris Daerah Kabupaten Penanggung Bertanggung jawab
Sukoharjo jawab atas seluruh kegiatan

5. | Asisten Perekonomian dan Ketua Bertanggung jawab
Pembangunan Sekretaris atas pelaksanaan
Daerah Kabupaten Sukoharjo kegiatan

6. | Kepala Bagian Pengadaan Anggota Bertanggung jawab
Barang dan Jasa Sekretariat sesuai dengan bidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya

7. | Kepala Subbagian Anggota Bertanggung jawab
Pengelolaan Pengadaan sesuai dengan bidang
Barang dan Jasa pada tugasnya
Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

8. | Kepala Seksi Perdata dan Tata Anggota Bertanggung jawab
Usaha Negara pada Kejaksaan sesuai dengan bidang
Negeri Sukoharjo tugasnya

9. | Kepala Bagian Hukum Anggota Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai dengan bidang
Sukoharjo tugasnya

10. | Kepala Subbagian Pengelolaan Anggota Bertanggung jawab
Layanan Pengadaan Secara sesuai dengan bidang
Elektronik pada Bagian tugasnya
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

11. | Kepala Subbagian Pembinaan Anggota Bertanggung jawab
dan Advokasi Pengadaan sesuai dengan bidang
Barang dan Jasa pada Bagian tugasnya
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo
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12. | Kepala Subbagian Anggota Bertanggung jawab
Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan bidang
pada Bagian Umum tugasnya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

13. | Andri Sumartono, SE, M, Si Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19780228 200801 1 006 sesuai dengan bidang
Auditor Ahli Muda pada tugasnya
Inspektorat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

14. | Fajar Suryo Putro, S.Kom Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19850512 201001 1 013 sesuai dengan bidang
Pelaksana Penyusun Rencana tugasnya
Keuangan pada Badan
Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Sukoharjo

15. | Jajang Amiroso, S.Si, MM Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19870927 201001 1 008 sesuai dengan bidang
Perencana Ahli Muda pada tugasnya
Badan Perencanaan,
Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten
Sukoharjo

16. | Endang Widayanti, ST, MM Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19740407 200501 2 005 sesuai dengan bidang
Analis Kebijakan Ahli Muda tugasnya
pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

17. | Hendro Dwi Riyanto,SE Anggota Bertanggung jawab
NIPPPK. 19810720 202421 1 sesuai dengan bidang
005 tugasnya
Analis Kebijakan Ahli Pertama
pada Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

18. | Dwi Wahyuni, SH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19820620 200903 2 006 sesuai dengan bidang
Analis Hukum Ahli Muda agasmys
pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo
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Rahmat Nakula, ST

NIPPPK. 19830417 202421 1
004
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Pertama
pada  Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat

Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung
sesuai dengan
tugasnya

jawab
bidang

20.

Ary Setiawan, SE
NIPPPK. 19821103 202421 1
008

Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Pertama
pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat

Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung
sesuai dengan
tugasnya

jawab
bidang

a5

Rizki Rosyada, ST

NIPPPK. 19950520 202421 1
004
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli Pertama
pada Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat

Daerah Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung
sesuai dengan
tugasnya

jawab
bidang

22,

Indriyani Sri Hastuti, SE

NIP. 19790123 201406 2 006
Pelaksana Penelaah Teknis
Kebijakan pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung
sesuai dengan
tugasnya

jawab
bidang

23.

Wahyu Riswidasih, SH

NIP. 19790531 201001 2 010
Pelaksana Penelaah Teknis
Kebijakan pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung
sesuai dengan
tugasnya

jawab
bidang

24.

Egar Nalabrata, A.Md

NIP. 19921101 202203 1 009
Pelaksana Pengelola Sistem
dan Jaringan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sukoharjo

Anggota

Bertanggung
sesuai dengan
tugasnya

jawab
bidang

BUPATI SUKOHARJO,

1/‘

ETIK SURY,




